: KERANGKA ACUAN
KEGIATAN RAPAT KOORDINASI FORUM KESETARAAN DAN KEADILAN
GENDER DI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2022

I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) sudah menjadi isu yang
sangat penting dan sudah menjadi komitmen bangsa-bangsa di dunia
termasuk Indonesia sehingga seluruh negara menjadi terikat dan
harus melaksanakan komitmen tersebut. Upaya mewujudkan
kesetaraan dan keadilan gender, di Indonesia dituangkan dalam
kebijakan nasional sebagaimana ditetapkan dalam Garis-Garis Besar
Haluan Negara (GBHN) 1999, UU No. 25 th. 2000 tentang Program
Pembangunan Nasional-PROPENAS 2000-2004, dan dipertegas dalam
Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan
Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional, dan Permendagri 67
tahun 2011 tentang Pedoman PUG di Daerah.

Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah sudah
membuat wadah guna membantu akselerasi dalam perwujudan
pencapaian kesejahteraan yang adil bagi laki-laki maupun
perempuan. Wadah ini berbentuk Forum Kesetaraan dan Keadilan
Gender (FKKG) Provinsi Jawa Tengah yaitu forum yang akan menjadi
penyeimbang, kontrol dan mitra bagi pemerintah dalam

mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
FKKG Provinsi Jawa Tengah dibentuk sejak tahun 2012 dan

mengalami reorganisasi setiap 3 tahun sesuai dengan platform yang
ada. Struktur kepengurusan yang baru saat ini adalah masa bakti
2021-2024 yang sudah berjalan hampir satu tahu. Kepengurusan
masa ini sudah membuat program kerja selama 3 tahun

kepengurusan.
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Untuk memaksimalkan kerja Pengurus FKKG Masa bakti 2021-
2024 di tahun 2022 ini maka Dinas Perempuan dan Anak Provinsi
Jawa Tengah akan mengadakan Rapat Koordinasi bagi pengurus

FKKG untuk mendiskusikan detail rencana kegiatan ditahun ini.
B. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan
Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan dalam Rumah Tangga;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan
Gender dalam Pembangunan Nasional;

5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas  Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Nomor 00682/DPA/
2022 tentang Kegiatan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga

Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi.

C. Tujuan

1. Meninjau kembali dan menetapkan platform FKKG;

2. Melaporkan hasil kinerja FKKG Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021;

3. Merumuskan Program Kerja FKKG Provinsi Jawa Tengah Tahun
2022,

4, Memberikan peningkatan kapasitas anggota FKKG Provinsi Jawa
Tengah dalam mendokumentasikan cerita baik melalui tulisan.
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D. Hasil yang diharapkan
1. Penetapan platform FKKG sebagai forum untuk mewujudkan

kesetaraan dan keadilan gender;
2. Laporan hasil kinerja FKKG Provinsi Jawa Tengah tahun 2021

menjadi acuan untuk menjalankan Program Kerja tahun 2022;
3. Tersusun Program Kerja FKKG Provinsi Jawa Tengah tahun 2022;
4, Pengurus dan anggota FKKG Provinsi Jawa Tengah dapat

mendokumentasikan cerita melalui tulisan.

II. PELAKSANAAN -

Kegiatan Rapat Koordinasi Forum Kesetaraan Dan Keadilan Gender di

Provinsi Jawa Tengah, akan dilaksanakan pada :

Hari /Tanggal : Rabu, 16 Februari 2021
Waktu @ 09.00 WIB - Selesai
Tempat ) o . Aula Parahita Lantai III

Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah
L JI. Pamularsih No. 28 Semarang
Peserta © 30 orang terdiri dari pengurus dan anggota Forum
| | Kesetaraan dan Keadilan Gender (FKKG)

III. NARASUMBER, FASILITATOR, DAN MODERATOR
1. Narasumber
4 4; “Humaini (Yayasan Kepodang)
R -= Atatin Malihah,S.Ag.,M.H (Fatayat Jawa Tengah)
2. Fasilitator
~Tsaniatus Sholihah, SE (Yayasan Anantaka)

3 Moderator

"Rozuna Durriyati
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IV. JADWAL

- Terlampir -

V. PEMBIAYAAN
Kegiatan Rapat Koordinasi Forum Kesetaraan Dan Keadilan
Gender di Provinsi Jawa Tengah ini dibiayai dari APBD Provinsi Jawa
Tengah Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
- Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

VI. PENUTUP

Demikian kerangka acuan kegiatan ini disusun sebagai pedoman
dalam pelaksanaannya.

Semarang, Februari 2022

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH

e

Dra. RETNO(SUDEMIT, Apt, M.Si, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19681124 199310 2 001
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